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GUBERNUR SULAWESI UTARA 
 
 

PERATURAN  GUBERNUR  SULAWESI  UTARA   
NOMOR 24 TAHUN  2021 

 
TENTANG  

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH   

PROVINSI SULAWESI UTARA 

TAHUN ANGGARAN  2020 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan    
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi 

Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 

Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 

Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);  

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan;   

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme;  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara;  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara;  

SALINAN 



 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional;  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang            

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah;  

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah;  

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang                

Dana Perimbangan; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang               

Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang               

Hibah kepada Derah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 



 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8                 

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4                

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2               

Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan             

dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 

2020; 

27. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan                    

Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun                

Anggaran 2020; 

28. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Sulawesi Utara 

Nomor 65 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 

Anggaran 2020. 

 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI 
UTARA TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
 Pasal 1 

 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 

 
a. Pendapatan 

1) Pendapatan Asli Daerah  Rp 1.125.317.788.015,59 
2) Dana Perimbangan   Rp 2.519.010.935.519,00 
3) Lain-lain Pendapatan      

 Daerah Yang Sah   Rp      46.670.789.673,00 
 Jumlah Pendapatan   Rp 3.690.999.513.207,59 
 

b. Belanja  
1) Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai   Rp 1.190.133.262.805,00 
b) Belanja Bunga   Rp        5.786.177.935,00 
c) Belanja Subsidi   Rp                            0,00 
d) Belanja Hibah   Rp    808.012.704.400,00 
e) Belanja Bantuan Sosial Rp       3.470.000.000,00 
f) Belanja Bagi Hasil  Rp    289.548.383.670,00 
g) Belanja Bantuan                                                            

Keuangan   Rp                            0,00 
h) Belanja Tidak Terduga  Rp    216.942.675.596,00 
Jumlah Belanja Tidak                                           
Langsung     Rp 2.513.893.204.406,00 



 

 
 

2) Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai   Rp        4.749.196.000,00 
b) Belanja Barang                                                              

dan Jasa    Rp    892.278.402.512,00 
c) Belanja Modal   Rp 1.090.984.905.420,00 
Jumlah Belanja                                                     
Langsung            Rp 1.988.012.503.932,00 
Jumlah Belanja           Rp 4.501.905.708.338,00 
Surplus / (Defisit)                   Rp   (810.906.195.130,41) 

 
c. Pembiayaan Daerah 

1) Penerimaan Daerah   Rp    949.155.952.296,38 
2) Pengeluaran Daerah  Rp             50.000.000,00 
    Jumlah Pembiayaan Netto  Rp    949.105.952.296,38 
    Sisa Lebih Pembiayaan                                                

Anggaran Tahun Berkenaan  Rp    138.199.757.165,97 
 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur 

ini. 

 

Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran. 

 

Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur 

ini. 

 

Pasal 5 

 

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur 

ini. 

 

Pasal 6 

 

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 

Gubernur ini. 

Pasal 7 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 

dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 



 

 

 

 

Pasal 8 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan    

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

 

 Ditetapkan di   Manado 
pada tanggal  12 Agustus 2021                       

 
GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

 
 

ttd 
 
 

OLLY DONDOKAMBEY 
 

 

 
Diundangkan di Manado 
pada tanggal 12 Agustus 2021                             
 
     SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA 
 
 ttd 
 
     EDWIN H. SILANGEN 
 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 24 

 
 
 

 
  


